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BAB III 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Tanggung jawab penyedia jasa telekomunikasi atas ketidakpuasan 

konsumen pengguna kartu seluler prabayar umumnya berkaitan dengan  

tanggung jawab atas produk yang cacat seperti kartu tidak dapat digunakan, 

dan tanggung jawab pelayanan seperti pulsa hilang yang bukan disebabkan 

oleh kelalaian pengguna, dan janji produsen seperti yang tertera dalam iklan. 

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa pembuktian terhadap ada 

tidaknya unsur kesalahan atau kelalaian dalam perkara atau kasus tersebut, 

menjadi beban dan tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia jasa 

telekomunikasi. 

Kerugian yang diderita oleh seorang pemakai produk yang cacat atau 

membahayakan, bahkan juga pemakai yang turut menjadi korban, merupakan 

tanggung jawab mutlak pelaku usaha pembuat produk itu sebagaimana diatur 

dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan penerapan 

tanggung jawab mutlak atas produk tersebut, pelaku usaha pembuat produk 

atau yang dipersamakan dengannya, dianggap bersalah atas terjadinya kerugian 

pada konsumen pemakai produk, kecuali dia dapat membuktikan keadaan 

sebaliknya, bahwa kerugian yang terjadi tidak dapat dipersalahkan kepadanya. 

Konsepsi ini sesuai ketentuan Pasal 1365 dan 1865 KUH Perdata bahwa 
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tanggung jawab produsen untuk memberikan ganti rugi diperoleh, setelah 

pihak yang menderita kerugian dapat membuktikan bahwa cacatnya produk 

tersebut serta kerugian yang timbul merupakan akibat kesalahan yang 

dilakukan oleh produsen. 

 

B.  Saran 

1. Pemerintah melalui instansi-instansi terkait perlu melakukan upaya yang terus 

menerus untuk memberdayakan masyarakat dengan memberikan pemahaman 

dan perlindungan kepada konsumen, rendahnya kesadaran konsumen akan hak 

dan kewajibannya diakibatkan salah satunya oleh karena masih kurangnya 

upaya pendidikan konsumen oleh pemerintah.  

2. Pemerintah baik di Pusat maupun daerah perlu selalu berkoordinasi melakukan 

pengawasan yang lebih baik dan lebih ketat terhadap pelaku usaha dalam 

peredaran produk. 
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